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I. UMUM

Program Pemerintah yang mendasarkan pada Nawa Cita yaitu
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik salah satunya dengan mewujudkan
kemandirian di bidang pangan. Sebagaimana dimaklumi bahwa saat ini
Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan daging sapi untuk
konsumsi masyarakat sehingga masih diperlukan importasi dari luar
negeri.

Dalam memenuhi kebutuhan daging dan sumber bibit ternak, saat
ini Pemerintah melakukan pemasukan daging dan bibit ternak yang
berasal dari beberapa negara tertentu sehingga berpotensi menimbulkan
ketergantungan terhadap negara-negara tersebut. Sesuai dengan
ketentuan Pasal 36C dan Pasal 36D Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimungkinkan memasukkan
Ternak Ruminansia Indukan berasal dari Zona Dalam Suatu Negara yang
telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya, namun
pemasukannya harus ditempatkan di Pulau Karantina sebagai Instalasi
Karantina Hewan.

Pulau Karantina difokuskan untuk melakukan Tindakan Karantina
terhadap Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari Zona Dalam
Suatu Negara yang memiliki risiko tinggi. Pada prinsipnya, Pulau

Karantina bertujuan untuk memastikan bahwa Ternak Ruminansia
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II.

Indukan yang berasal dari Zona Dalam Suatu Negara yang memiliki risiko
tinggi dan akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia telah benar-benar bebas dari agen penyakit hewan menular.
Dengan keberadaan Pulau Karantina ini memungkinkan pemasukan
Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari Zona Dalam Suatu Negara
yang berbeda status kesehatannya dengan Indonesia.

Dengan adanya Pulau Karantina diharapkan dapat menambah
alternatif sumber Ternak Ruminansia Indukan dalam rangka memenuhi
kebutuhan dalam negeri dan peningkatan mutu genetik ternak dengan
tetap menjaga status situasi penyakit hewan di dalam negeri. Hal ini
sesuai dengan ketentuan Pasal 5.6.2. standar/kode kesehatan hewan
terestrial (Terrestrial Animal Health Code) dari badan kesehatan hewan
dunia (World Organization for Animal Health/Office International des
Epizooties/OIE) yang menyebutkan bahwa “kejadian penyakit/infeksi
pada hewan yang diimpor, di dalam lokasi karantina tidak akan
mempengaruhi status kesehatan hewan dari suatu negara atau zona”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan mengenai

Pulau Karantina dalam Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “jangka waktu tertentu” adalah jangka
waktu yang dibutuhkan untuk memastikan Ternak Ruminansia
Indukan bebas dari agen penyakit hewan menular.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
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Pasal 5
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Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rusaknya sumber daya genetik asli

Indonesia” adalah kondisi terjadinya perubahan galur
murni sumber daya genetik asli Indonesia akibat adanya

pemasukan Ternak Ruminansia Indukan.

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan = "terisolasi dari wilayah

pengembangan budi daya ternak" adalah Pulau Karantina
tidak ditetapkan di wilayah pengembangan budi daya
ternak dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah

ditetapkan.
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Yang dimaksud dengan “ternak yang rentan” adalah hewan
ternak yang peka atau memiliki risiko tinggi mudah terkena

penyakit hewan yang ditularkan melalui hewan ruminansia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lokasi yang merupakan daerah
bebas banjir" adalah lokasi Pulau Karantina yang bukan
merupakan daerah dataran rendah yang berpotensi banjir
khususnya pada saat musim penghujan atau pada saat air

laut sedang pasang.

Huruf d

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kesesuaian tata ruang” adalah
kesesuaian dengan  peraturan  perundang-undangan
mengenai penataan ruang di ruang darat dan ruang laut
seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ekosistem meliputi ekosistem darat dan/atau ekosistem

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Batas alam antara lain sempadan pantai, sungai, atau
punggung bukit.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “batas buatan” adalah batas yang
sengaja dibuat oleh manusia sebagai upaya untuk
melindungi dan mencegah hewan atau orang yang tidak
dikehendaki dapat dengan leluasa memasuki wilayah Pulau
Karantina.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "hewan sentinel" adalah ternak
ruminansia yang rentan terhadap penyakit ruminasia
(organisme patogen lain) sehingga memungkinkan Ternak
Ruminansia Indukan dapat dimonitor status kesehatannya.
Ayat (5)

Monitor penyakit hewan dilakukan untuk memantau kondisi
kesehatan hewan sentinel yang dilakukan secara rutin.

Yang dimaksud dengan "patroli lingkungan" adalah patroli

keliling secara rutin di wilayah Zona Penyangga untuk
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